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Abstract

The purpose of this research is to determine the Transparency of Corporate Social Responsibility at PTPN
1V Regional 11l Kampar Regency, and to determine the inhibiting factors. The research method used is a qualitative
descriptive method. The theory used is Transparency theory with specified indicators, namely: Document
availability and accessibility, clarity and completeness of information, process openness, regulatory framework
that guarantees transparency. The data collection techniques used were interviews, observation and
documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis. The research results show a lack of
transparency in the implementation of the Regulations Concerning Corporate Social Responsibility at PTPN IV
Regional 1II Kampar Regency. Factors that hinder the transparency of the PIPN 1V Regional III Company
Responsibility Regulations are the absence of a role for the TJSP Forum in the transparency of Development
programs in Kampar Regency, and a lack of communication between companies and the regional government.
There is still a lack of good communication and coordination between the government and companies to synergize
government programs with company programs. There is still a lack of socialization of Regional Regulation No. 6
of 2012 concerning corporate social responsibility
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Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di
PTPN IV Regional Il Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui faktor penghambatnya. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori
Transparansi dengan indikator yang ditetapkan yakni : Kesediaan dan aksebilitas Dokumen, Kejelasan
dan kelengkapan informasi, Keterbukaaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan kurang
transparansi pelaksanakan Peraturan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PTPN IV Regional
I Kabupaten Kampar. Faktor yang menghambat transparansi Peraturan Tentang Tanggung Jawab
Perusahaan PTPN IV Regional III yakni tidak adanya peran Forum TJSP dalam transparansi program
Pembangunan Di Kabupaten Kampar, dan kurangnya komunikasi antara perusahaan dan pemerintah
daerah. Masih kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan
untuk mensinergikan progam-progam pemerintah dengan progam-progam perusahaan, Masih
kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang tanggung jawab sosial perusahaan..

Kata kunci : Transparansi,Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Forum TJSP
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Pendahuluan

Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau
organisasi, seperti yang ditunjukkan oleh contoh administrasi publik yang bertanggung jawab
untuk membangun, mengembangkan, dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan
masyarakat. Dalam hal ini, administrasi publik berfungsi sebagai komunikasi, membangun
hubungan yang membuat organisasi dan masyarakatnya saling memahami.

Perusahaan dalam era pembangunan saat ini tidak hanya harus menghasilkan
keuntungan finansial atau nilai, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan
lingkungan. Proses sinergi ini dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya,
setiap orang, kelompok, dan organisasi memiliki tanggung jawab sosial terhadap
lingkungannya. Ini dikenal sebagai tanggung jawab korporasi sosial.

PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III adalah salah satu perusahaan yang
menjalankan program TJSP. BUMN ini bekerja di bidang pertanian kelapa sawit dan karet,
dengan kantor pusat di Pekanbaru dan cabang di Provinsi Riau. Terdaftar dengan nomor PP.
10 Tahun 1996 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Mendirikan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III.

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa masalah yang disebutkan penulis dapat
dibedakan sebagai berikut:

1. Terindikasi belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dalam program bina
lingkungan tanggung jawab sosial perusahaan di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional
III hal ini dilihat dari segi keterbukaan dalam proses penyelenggaraan program bina
lingkungan, seperti dokumen, dana, dan dokumentasi yang dibutuhkan serta mekanisme
dan prosedur transparansi yang harus dipenuhi, belum dilaksanakan secara terbuka, yang
seharusnya ada di papan laporan realisasi.

2. Terindikasi kurangnya Transparansi, proses pembangunan jalan pada PT. Perkebunan
Nusantara IV Regional III dilihat dari laporan kinerja perusahaan masih kurangnya
transparansi terhadap anggaran yang dikeluarkan tidak tertera berapa jumlah anggaran
yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi

Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja
sama secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan.(Pasalong, 2020).
Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha
kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
(Nawawi H. 1990) Selain itu, administrasi juga dapat dilihat dalam arti luas dari 2 atau 3 sudut
pandang yang mengarah ke 3 arti menurut sudut pandang masing-masing oleh (Anggara,
2012) yaitu:

a. Dari perspektif proses, administrasi ini adalah keseluruhan proses berpikir, mulai dari
menetapkan tujuan hingga menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapainya.

b. Administrasi, dari segi fungsi, adalah keseluruhan kegiatan yang secara sadar dilakukan
oleh setiap individu atau sekelompok individu yang bertindak sebagai pengurus atau
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pengelola. Kegiatan ini dapat mencakup berbagai jenis tugas kerja, seperti perencanaan,
organisasi, gerak, dan tindak lanjut, antara lain.

c. Dari sudut pandang lembaga Administrasi dalam kaitannya dengan orang-orang, baik
secara individu maupun kolektif melakukan kegiatan untuk mencapai hasil sesuai dengan
tujuan yang ditetapkan.Ada beberapa makna yang terkandung dalam administrasi yaitu:

Konsep Organisasi

Organisasi adalah komponen penting dan keberadaannya berpengaruh pada
pencapaian suatu tujuan. Organisasi berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk
mengelompokkan orang, dan terdiri dari beberapa komponen pembagian tugas serta tempat
berlangsungnya pencapaian kegiatan untuk tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menurut (Kartono D. 2016) Organisasi adalah sekumpulan orang yang tunduk pada
aturan bersama untuk bekerja sama dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama
dalam batas sumber daya manusia dan materil. Menurut (Zulkifli & Yogia, 2014) Organisasi
membantu orang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dan juga melakukan
berbagai hal seperti membagi tugas, menunjuk staf, memberikan wewenang, dan memberikan
tanggung jawab.

Menurut (Siagian S., 2011) Organisasi adalah setiap bentuk kerja sama antara dua atau
lebih orang yang secara formal terikat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi ini,
seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang
yang disebut bawahan.

Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Adapun unsur unsur
manajemen yang terdiri dari 6M man, money, mothode, machines, materials, dan market.
Manajemen adalah suatu cara atau seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain.
Manajemen adalah suatu kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil
dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan lain.

Manajemen adalah sebuah kegiatan pelaksanaan, disebut manajing dan orang yang
melakukan disebut manajer. (Terry G. ,2014). Manajemen adalah proses dari perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha —usaha para anggota organisasi dan
pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan (Handoko H., 2012). Menurut (Kartono K, Pemimpin dan Kepemimpinan, 2016)
Manajemen adalah Koordinasi sumber daya manusia dan Pemanfaatan sumber tenaga alam
seproduktif mungkin demi kesejahteraan hidup bersama.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Syafiie (2005), "Model kebijakan yang sesuai dengan situasi saat ini adalah
model sistem yang memperhatikan desakan-desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan,
dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan, atau keperluan dan
lain-lain yang mempengaruhi public police, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan
pribadi atau kelompok." Menurut Tangkilisan H.N. (2003), pembuatan kebijakan adalah
aktivitas yang direncanakan dengan tujuan, yang membedakannya dari aktivitas fisik.
Tujuannya adalah untuk mempengaruhi jalan alternatif yang diinginkan di masa depan.
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Konsep TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

Menurut Handjaja, tanggung jawab sosial perusahaan, atau TJSP, adalah komitmen
perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat melalui
tindakan sosial dan lingkungan (Herman 2019). Perusahaan melakukan tindakan yang
dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya memberikan kontribusi
kepada masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan melalui hasil
usahanya. (Herman, 2019).

Menurut (Darwin, 2004), tanggung jawab sosial perusahaan adalah mekanisme yang
memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial dalam operasinya dan interaksinya dengan
stakeholder. Tanggung jawab sosial ini melebihi tanggung jawab hukum perusahaan.

Konsep Transparansi

Menurut Mardiasno (dalam Iznilah etal 2018) mengatakan bahwa transparansi
pemerintah mengacu pada seberapa mudah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk
diakses. Fakta keuangan dan fiskal yang relevan dan dapat dipahami adalah cara terbaik
untuk mewujudkan keterbukaan ini. Kejujuran, informasi, dan pembenaran dijamin ketika
peran dan tanggung jawab jelas, orang-orang dapat diakses secara informal di berbagai tahap
proses penganggaran, dan hak publik untuk secara terbuka dan menyeluruh memahami
tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya dan kepatuhannya terhadap
hukum dan peraturan. Transparansi adalah dasar dari transparansi.

Transparansi adalah pelaksanaan tugas dan operasi yang dapat diakses oleh
masyarakat umum, mulai dari pembuatan kebijakan hingga perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan pengendalian, semuanya dengan akses mudah bagi orang-orang yang
membutuhkan informasi terkait. (Mahmudi, 2011).

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian
deskriptif yaitu untuk memecahkan masalah saat ini. Metode penelitian deskriptif ini
mencakup studi kasus, studi komparatif, studi waktu dan gerak, analisis kuantitatif, studi
kolaboratif atau operasional, dan menjelaskan, menganalisis, dan menyelidiki melalui survei,
wawancara angket, observasi, atau test. Ada kemungkinan bahwa penafsiran data saat ini
adalah deskriptif.

Penafsiran ini mencakup contoh situasi, hubungan antara kegiatan, pendapat, sikap,
dan pendapat tentang apa yang sedang terjadi atau sedang terjadi. Penafsiran ini juga
mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan saat ini, seperti penyimpangan dan
anomaly, kecenderungan yang jelas, kontradiksi yang bijak, dll.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian Tentang Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV
Regional III Kabupaten Kampar

1. Kesediaan dan Aksebilitas Dokumen

Berdasarkan wawancara dengan Humas bapak Murdani S.Sos, beliau mengatakan bahwa:
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“Terkait realisasi jalan kepada masyarakat diinformasikan secara terbuka, dan kami

memberitahukan kepada masyarakat” (wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan karyawan PTPN IV Regional III bapak Komarudin S.E

mengatakan bahwa:

“terkait realisasi jalan kepada masyarakat diinformasikan secara terbuka, dan kami

memberitahukan kepada masyarakat.” (wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Camat Perhentian Raja bapak Agus wiyana S.Pd beliau

mengatakan:

“Sejauh ini mengenai program bina lingkungan dilakukan secara terbuka dan saya selaku
camat perhentian raja memberitahu kepada masyarakat terkait berjalannya program

tersebut” (wawancara: Jumat, 5 Januari 2024).
2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi
Berdasarkan wawancara dengan Humas bapak Murdani S.Sos, beliau mengatakan bahwa:

“kegiatan realisasi insfrakstruktur jalan di desa hangtuah dilakukan secara difoto adalah

sebagai bukti ke atasan(manager) dan masyarakat” (wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan karyawan PTPN IV Regional III bapak Komarudin S.E

mengatakan bahwa:

“terkait dokumentasi itu adalah hal yang penting untuk bukti ke atasan (manager).”

(wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Camat Perhentian Raja bapak Agus wiyana S.Pd beliau

mengatakan:

“Sejauh ini mengenai Dokumentasi itu dilakukan dengan baik oleh perusahaan dan

menjadi bukti terealisasinya suatu kegiatan ” (Wawancara:Jumat,5 Januari 2024).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Transparansi
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar.
Berdasarkan Indikator Kejelasan dan Kelengkapan Informasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan PTPN IV Regional III kepada masyarakat kabupaten kampar, dalam bentuk

dokumentasi secara foto.
3. Keterbukaan Proses

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat dengan bapak
Roni Hasibuan adalah:

“Keterbukaan Proses tentang pada papan baliho itu tidak ada akan tetapi kami
mendapatkan informasi yang diberikan penjelasan langsung oleh perusahaan”

(Wawancara: Selasa, 9 Januari 2024).
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Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat dengan bapak

Firmansyah adalah:

“Keterbukaan Proses tentang pada papan baliho itu tidak ada akan tetapi kami
mendapatkan informasi yang diberikan penjelasan langsung oleh perusahaan”

(Wawancara: Selasa, 9 Januari 2024).
Berdasarkan wawancara dengan Humas bapak Murdani S.Sos, beliau mengatakan bahwa:

“masyarakat ikut turun dalam kegiatan ini, dan yang terlibat dalam kegiatan yang
dilakukan oleh PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar adalah forum TJSP
Kabupaten.Kampar, pak camat, kades, dan masyarakat” (wawancara: Rabu, 3 Januari
2024).

Berdasarkan wawancara dengan karyawan PTPN IV Regional III bapak Komarudin S.E

mengatakan bahwa:

“masyarakat ikut turun dalam kegiatan ini, dan yang terlibat dalam kegiatan yang
dilakukan oleh PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar adalah Forum TJSP
Kabupaten.Kampar, Humas,Karyawan TJSP PTPN IV Regional III, pak camat, kades, dan

masyarakat.” (wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa bahwa. Indikator
Keterbukaan Proses dari Progam CSR PTPN IV Regional III adalah adanya baliho-baliho
diwilayah lingkungan yang mendapatkan bantuan program bina lingkungan, menpunyai
prosedur dalam pelaksanaan progam tersebut dan wilayah tertentu yang mendapatkanya,
untuk itu perusahaan harus mengerti dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat
kabupaten kampar.

4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Tranparansi

Berdasarkan wawancara dengan karyawan PTPN IV Regional III bapak Komarudin S.E

mengatakan bahwa:

“kerangka regulasi selalu disertakan dan tentunya mengetahui regulasi, karena setiap

melakukan kegiatan itu ada akan regulasinya.” (Wawancara: Rabu, 3 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Camat Perhentian Raja bapak Agus wiyana S.Pd beliau

mengatakan:

“untuk regulasi sejauh ini pihak perusahaan selalu melihat atau memperhatikan terkait
regulasi yang berlaku di peraturan daerah kabupaten.kampar” (Wawancara:Jumat,5
Januari 2024).

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa Hangtuah

dengan bapak Ajin Purwanto adalah:
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“untuk regulasi sejauh ini pihak perusahaan selalu melihat atau memperhatikan terkait
regulasi yang berlaku di peraturan daerah kabupaten kampar” (Wawancara:Jumat,5
Januari 2024).

Berdasarkan Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Forum TJSP

Kabupaten.Kampar dengan bapak Antoni adalah:

“untuk regulasi memang ada,cuman saya tidak tau perusahaan terpaku pada regulasi

yang berlaku atau tidak” (Wawancara:Senin, 8 Januari 2024).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa . Berdasarkan Indikator
Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi Progam Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan, dan regulasi tidak menjadi acuan dalam melaksanakan program TJSP,

karema tidak mudah atau tidak sembarangan orang untuk masuk ke kantor.

B. Hambatan Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III
Kabupaten Kampar

1. Masih Kurang adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah
Daerah Kabupaten Kampar, Forum TJSP, Perusahaaan dan Masyarakat, dalam
Transparansi TJSP PTPN IV Regional III komunikasi yang dilakukan dalam menjalankan
progam perbaikan jalan sudah terealisasikan akan tetapi tidak sesuai target terselesaikan,
dimna dalam komunikasi yang dilakukan di dalam forum CSR, belum tersampaikan,

sehingga masih adanya jalanan berlubang di Desa sampai saat ini.

2. Masih belum berjalan adanya koordinasi dengan masyarakat terhadap Forum CSR
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Desa Kabupaten Kampar, perusahaan dalam
melakukan progam perbaikan jalan, tidak mengabaikan yang menjadikan jalanan desa

berlubang, sehingga menggangu masyarakat Desa dalam melakukan aktifitas.

3. Masih kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan
perusahaan untuk mensinergikan progam-progam pemerintah dengan progam-progam
perusahaan. Pihak pemerintah kurang tegas kepada pihak perusahaan, yang menjadikan
perusahaan PTPN IV Regional.

4. Masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang tanggung
jawab sosial perusahaan sehingga masih adanya pemerintah daerah, perusahaan dan
masyarakat yang tidak tau pasti tentang jenis dan Transparansi tanggung jawab sosial
perusahaan, masyarakat dalam pengajuan Proposal Kepihak perusahaan hanya sampai ke
Security, belum tentu di sampaiakan kepada pihak perusahaan PTPN IV yang
mengakibatkan dalam Peraturan di indahkan yang menjadikan masyarakat tidak pernah
dapat dalam mengajukan proposal. Pihak dari pemerintah dalam melakukan pengajuan
hanya di beri tidak sepenuhanya di beri oleh pihak perusahaan, pihak perusahaan hanya
membantu kepada pihak pemerintah Desa.

Kesimpulan
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a. Indikator Kesediaan dan Aksebilits Dokumen dalam penelitian Transparansi Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar Yakni
Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai Kurang Transparansi Karena
Perusahaan dalam menjalankan Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum
semuanya berjalan, sehingga membuat masyarakat kabupaten kampar terganggu
melakukan aktifitas.

b. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi dalam penelitian Transparansi Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar Yakni Transparansi
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai kurang Transparansi karena dalam
pemberian dana tidak tranparansi dan pembangunan untuk kabupaten kampar.

c. Keterbukan Proses dalam penelitian Yakni pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan dinilai kurang Transparansi karena dalam pelaksanaan Progam Tanggung
Jawab Perusahan Tidak memperhatikan di kabupaten kamparr yang terkena dampak
langsung perusahaan.

d. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi dalam penelitian Transparansi
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar Yakni
Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dinilai Kurang Transparansi karena
Tanggung Jawab perusahaan yang dilakukan perusahaan terlambat dalam
pembangunan yang dilakukan.

e. Fakor Penghambat Masih belum berjalan adanya koordinas dengan masyarakat terhadap
Forum CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Masih kurang baiknya komunikasi dan
koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk mensinergikan progam-progam
pemerintah dengan progam-progam perusahaan, Masih kurangnya sosialisasi Peraturan
Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang tanggung jawab sosial perusahaan sehingga masih
adanya pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat yang tidak tau pasti tentang jenis
dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Masih belum adanya peraturan
Kabupaten tentang tata cara pencairan dan dan pelaksanaan TJSP, Belum adanya
peraturan Bupati Kampar yang menindaklanjuti peraturan daerah Provinsi Riau No. 6
Tahun 2012 Tentang TJSP.Untuk mengukur keberhasilan dalam Efektivitas Penyuluhan
Pertanian Oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sentajo Raya pada
penelitian ini menggunakan lima indikator yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran,
Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Pada kelima indikator ini secara
keseluruhannya pada kategori cukup efektif, dengan responden Tenaga Penyuluh
Pertanian memiliki rata-rata presentase berjumlah “62,5%”, dan responden anggota
kelompok tani memiliki rata-rata presentase berjumlah “40,8%"”. Hal ini juga didukung
dari hasil observasi penulis terhadap penelitian ini, Penyuluhan Pertanian sudah
dijalankan dengan baik, tetapi hal ini berjalan tidak efektif, alasan dari jawaban ini
dikarenakan kurangnya tenaga penyuluh pertanian yang ada di Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP) Kecamatan Sentajo Raya, dimana hanya memiliki 8 orang tenaga
penyuluh pertanian sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016
Pasal 1 menyebutkan bahwa penyuluh pertanian sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam
1 (satu) Desa. Kecamatan Sentajo Raya yang terdiri dari 15 Desa Harusnya memiliki 15
orang penyuluh pertanian namun realitanya hanya memiliki 8 orang penyuluh pertanian.

Rismawati dan Herman
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 /2024 187



Sehingga menyebabkan penyuluh pertanian memiliki wilayah binaan 2 bahkan lebih
Desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya.
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